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KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
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TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

KAE}UPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim
Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Nganjuk
Tahun Anggaran 2025;

1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sslagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tent"ang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan
Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian
Peta Skala 1:50.00O sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada
Tingkat Ketelitian Peta Skala l:50.000;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O18
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun

2023 tertang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun

2O24 terrtang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2O2l tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta
Tata Kefa Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat
Khusus Kabupaten Nganjuk;

20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 teotang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O25;

MEMUTUST(AN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KABUPATEN
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025.

Menetapkan



KESATU

KEDUA

KETIGA

Membentuk Tim Penetapan dan penegasan Batas Desa
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam l,ampiran
Keputusan Bupati ini.

Tim sebagaimana dimaksud
mempunyai tugas sebagai berikut:

dalam Diktum KESATU,

a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber
hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;

b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain
untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;

c. merencanal<an dan melaksanakan penetapan dan penegasarl
batas Desa;

d. mengoordinasikan pelalsanaan penetapan dan penegasan
batas Desa dengan instansi terkait;

e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau
pendampingan dalam penegasan batas Desa;

f. melal<sanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas
Desa;

g. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran pendapatan
Belanja Daerah kabupaten untuk pelaksanaan penetapan
dan penegasan batas Desa;

h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta
penetapan batas Desa dan menyusun rancangarl peraturan
bupati tentang peta batas Desa;

i. memberikan fasilitas kepada Desa yang berkonflik terhadap
Batas Desa; dan

j. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas
Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 17 Apnl2O25

uai dengan aslinya BUPATI NGANJUK,
IAN HUKUM,

UTRISNO S. .si.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMORrOO.3.3.2l /K/411.Or3/2O2s
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025

PENEGASAN BATAS DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KAE}UPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025

dengan aslinya BUPATI NGANJUK,
GIAN HUKUM,

N .si
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NO. JABATAN DALAM
TIM

JABATAN DALAM DINAS

1 2 3

1

2

3

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

Bupati Nganjuk

Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteran Ralryat

Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Nganjuk;

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Nganjuk;

4. Kepala Bagran Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Nganjuk;

5. Kepala Bagan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Nganjuk;

6. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Nganjuk;

7. Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Nganjuk;

8. Camat se-Kabupaten Nganjuk; dan

9. Kepala Desa se-Kabupaten Nganjuk.

PALA

NIP. 1968050 199202 | OO1

MARHAEN DJUMADI


